
BUPATIBENGKAYANG 

PROVINSJ KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATIBENGKAYANG 
NOMOR GI TAHUN 2020 

TENTANG 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KABUPATEN BENGKAYANG, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bengkayang, perlu membentuk Peraturan 
Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan Kabupaten Bengkayang; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bengkayang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119 ) ;  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2 0 1 4  tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 
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4 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
I n d o n e s i a  T a h u n  2 0 1 4  Nomor 244 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana 
telah diubah bcbcrapa kali t c rakh i r  dcngan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang- Undang Nomor 23 T a h u n  2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 159,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018  tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

10.Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 20 16 Nomor 1 1 ,  Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 1 )  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1  
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang 
Nomor 5). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal J 

Dalam Peraturan i n i ,  yang dimaksud dengan 

I .  Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 

2 .  Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah scbagai unsur penyelenggara 
Pemcrintahan Dacrah yang mcmimpin pclaksanaan urusan 
pcmerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang. 

4 .  P e m e ri n tah a n  Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan 
oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 .  

5. Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Bengkayang. 

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercliri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas D a e r ah ,  
Badan Daerah dan Kecamatan. 

7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 
Daerah Kabupaten Bengkayang. 

8. Cam.at adalah Camat di lingkungan Pemerinta.h Kabupaten Bengkayang 
yang merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 
kerja Kecamatan da ]aro Kabupaten Bengkayang. 

9. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu 
atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh kepala 
kelurahan yang disebut Lurah. 

10. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang 
yang merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada 
camat. 

1 1 .  Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. 

14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan. 

15. Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 
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B A B  I  
KETENTUAN U M U M  

Pasnl I 

Dalam Peraturan i n i ,  yang d imnksud dengan 

I .  Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 

) Pemerintah Dacrah adalah Kcpala Dacrah scbagai unsur  pcnyclcngar 
Pemerintahan D a e r a h  yang mcmimpin pclaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang 
4 .  Pemerintahan Daerah adalah Penyclcnggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya da lam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 .  

5.  Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Dacrah Kabupaten Bengkayang. 

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 
Seckretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspcktorat, Dinas D a e r a h ,  
Badan Daerah dan Kecamatan. 

7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang yang merupakan wilayah kerja Carn at sebagai Perangkat 
Daerah Kabupaten Bengkayang. 

8. Cam.at adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang 
yang merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah 
kerja Kecamatan dalam Kabupaten Bengkayang. 

9. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu 
at.au mclaksanakan scbagian tugas Camat dan dipimpin olch kepala 
kelurahan yang disebut Lurah. 

1 0 .  Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang 
yang merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada 
camat. 

1 1 .  Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. 

14.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan, 

15. Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

D i p i n d a i  d e n g a n  C a m 9 c a n n  



BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Kecamatan dipimpin olch seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

(1)  Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas: 
a. Camat; 
b. Sekretariat terdiri atas : 

1 .  Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Subbagian Program, Keuangan dan Aset. 

c. Seksi Pemerintahan; 
d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; 
f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; 
g. Lurah terdiri atas : 

1 .  Sekretariat; 
2 .  Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban; 
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan 
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BABIV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Camat 

Pasal 4 

Camat sebagaimana dima.ksud Pasal 2 mempunyai tugas : 
a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum; 
b. mengoordinasikan kegiat.an pemberdayaan masyarakat, upaya 

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan 
penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan 
sarana pelayanan wnum, penyelenggaraan kegiatan pemerin- tahan yang 
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 

c. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 
d. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah 
yang ada di kecamatan; 

e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang 
undangan; dan 
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f. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan 
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Pasal 5 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal , 
Kecamatan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum; 
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum; d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; 
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerin- tahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 
h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah 
yang ada di kecamatan; 

1. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang 
undangan; dan 

j .  pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan 
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 6 
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf b, dipimpin 
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Camat. 

Pasal 7 
Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Carat di bidang kesckretariatan 
yang meliputi tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang 
umum dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, 
pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, serta bertanggung jawab 
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di 
lingkungan Kecamatan. 

Pasal 8 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
Sekretariat mempunyai fungsi : ' 
a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat· 

' 

b. � bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan 
id.[ft,,""" Pnyusunan program, pengellaan aset dan pengclolaan 

c. pengoordinasian dan fasilitas · Kecamatan: si terhadap penyusunan rencana kerja 
' d. pemberian dukungan pelayanan ad m i r ' tra s '  peryusunan program, penee16iaz,","""""3, umum dan kpegawaian, 

lingkungan Kiah; cuangan dan pengelolaan aset di 

D i p i n d a i  d e n g a n  C a m 9 c a n n  



e. penyelenggaraan urusan dan pclayanan di bidan umum dan 
kepcgawaian, pengelolaan asct, pcnyusunan program, dan  pengclolaan 
keuangan di  lingkungan Kccamatan scsuai pcraturan pcrundang 
undangan. 

f. pengawasan terhadap pclaksanaan tugas dan fungsi di l ingkungan 
sekretariat; 

g. pemberian saran dan pertimbangan kcpada Camat bcrkenaan dengan 
tugas dan fungsi di bidang sckretariat; 

h.  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan tcrhadap pclaksanaan 
tugas dan f ungsi di lingkungan Kecamatan; dan 

i .  pelaksanan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan olch 
Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 9 

( 1 )  Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri a ta s :  
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
b. Subbagian Program, Keuangan dan Aset. 

(2) Subbagian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 ) ,  masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Pasal 10 

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1)  huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan 
kebijakan bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 1 1  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,  
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang 

umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan; 
c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 

lingkungan Sekretariat; 

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di 
bidang umum dan kepegawaian; 

e. pelaksanaan urusan dan pelayanan di bidang umum dan kepegawaian 
sesuai peraturan perundang-undangan; 

f. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di 
Kecamatan; 

g. penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN); 
h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di 

Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan 
tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungai di bidang umum dan kepegawaian; dan 

k. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang 
diserahkan oleh sekretaris. 

D i p i n d a i  d e n g a n  C a m 9 c a n n  



Pasnl 1 2  

Subbagian Program, Keuangan dan Aset scbagaimana d i  maksud da lam 
Pasal 9 ayat ( I )  h u r u f  b, mempunyai tugas m e n g u m p u l  d a n  mengolah bahan 
kebijakan di bidang penyusunan program, pcngclolann k c u a n a n  dan 
pengelolaan aset ertn  mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai denan 

tugas dan fungsinyn. 
Pasal 1 3  

Untuk melaksanakan t ugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ,  
Subbagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja Subbagian Program, K e u a n a n  dan Aset ;  
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kcbijakan di bidang 

penyusunan program, pengclolaan keuangan dan pcngelolaan aset di  
lingkungan Kccamatan; 

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi d i  

lingkungan sekretariat; 
d .  pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di  bidang 

penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asct; 
e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program, pengelolaan 

keuangan dan pengelolaan aset sesuai peraturan perundang-undangan; 
f. penyusunan laporan kinerja tahunan (LKT) Kecamatan; 
g. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 
Kecamatan; 

h. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
1. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Subbagian 

Program, Keuangan dan Aset; 
j. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan 

tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan 
dan pengelolaan aset; 

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, 
pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset; dan 

I. pelaksanaan tugas lain di bidang penyusunan program, pengelolaan 
keuangan dan pengelolaan aset yang diserahkan oleh sekretaris. 

Bagian Ketiga 
Seksi Pemerintahan 

Pasal 14 

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( l )  huruf c, 
adalah perangkat kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

Pasal 15 

;"""} 'merintuahan  mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat 
aam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat 
Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan 

pelaksanaan pelayanan masyarakat. 
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Pasal 1 6  

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ,  Seksi 
Pemerintahan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan l ingkup Kccamatan; 
b. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan 

instansi vertikal di bidang penyclenggaraan kegiatan pemcrintahan di  
Kecamatan; 

c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah dan instansi Vertikal di bidang penyclenggaraan 
kegiatan pemerintahan di Kecamatan; 

d. pelaksanaan evaluasi penyclenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat 
Kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; 

e. pembinaan, pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi 
tertib administrasi pemerintahan Kelurahan; 

f. koordinasi dan fasilitasi bidang pertanahan sesuai peraturan 
perundang-undangan; 

g. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan pelayanan bidang pemerintahan kepada 
masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; 

h. pemberian rekomendasi/ pengantar / keterangan yang berkaitan dengan 
bidang pemerintahan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati; 

i. pengoordinasian kegiatan UPT Dinas/Badan di wilayah kerja Camat; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Seksi Ekonomi dan Pembangunan 

Pasal 17  

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf ayat ( 1 )  huruf d, adalah perangkat kecamatan dan dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Camat. 

Pasal 18 

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan 
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengembangan dan 
pemantauan kegiatan perekonomian dan pengawasan pembangunan sesuai 
kewenangan Kecamatan. 

Pasal 1 9  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ,  Seksi 
Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan lingkup 
Kecamatan; 

b. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau 
instansi vert}_"""" 'gas dan fungsinya di bidang pemeliharaan 
prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan 
pemeliharaan pra sa rana  dan  fasilitas pelayanan umum; 
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d. pemberian motivasi/dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi 
aktif dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan melalui 
forum musyawarah perencanaan p c m b a n gu n a n  di Kecamatan, e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan 
pembangunan dan pengembangan perekonomian di Kecamatan% ; 

f. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasl 
terhadap pelaksanaan pelayanan bidang ckonomi dan pembangunan 
kepada masyarakat di Kecamatan; , g. pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan pembangunan berdasarkan pelimpahan 
kewenangan Bupati; . h. pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan 
perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, 
perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonom 
lemah, ketenagakerjaan, perburuhan, peternakan, pertan1an, 
perkebunan, kelautan dan perikanan berdasarkan pelimpah@an 
kewenangan Bupati; 

i. fasilitasi pendataan dan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi 
daerah, PBB di wilayah kerja Kecamatan sesuai pelimpahan kewenangan 
Bupati; dan 

j .  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Kelima 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 

Pasal 20 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf e, adalah perangkat kecamatan dan 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Camat. 

Pasal 2 1  

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai 
tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan 
evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kesejahteraan 
sosial kepada masyarakat. 

Pasal 22 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 ,  Seksi 
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan 
kesejahteraan sosial lingkup Kecamatan; 

b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan clan evaluasi terhadap 
keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang 
mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di 
wilayah Kecamatan; 

c. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, 
pendidikan formal dan informal, porseni, kepramukaan, UKS, 
penyuluhan wajib belajar berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati; 
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d. pengoordinasian dan fasil itasi pencegahan dan penanggulangan masalah 
sosial, pendataan masyarakat misk in ,  pendistr ibusian bantuan 
sosial/korban bencana alam/pengungsi d i  wilayah kerja Kecamatan 
berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati ;  

e. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap generasi muda,  olahraga prestasi 
dan olahraga tradisional, kebudayaan, peranan wanita dan 
pengarusutamaan gender (PUG), keschatan dan keluarga berencana; 

f. pengoordinasian dan fasil itasi terhadap pencegahan dan 
penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang narko- tika, 
psikotropika, zat adiktif (NAFZA) dan bahan berbahaya lainnya; 

g. pemberian rekomendasi/surat pengantar/keterangan yang berkaitan 
dengan bidang kesejahteraan sosial dan kepada organisasi 
kemasyarakatan serta organisasi kepemudaan untuk diteruskan kepada 
instansi teknis yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan 
berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati; 

h .  pembinaan dan pengawasan kegiatan program keschatan masyarakat 
dan fasilitasi pelayanan kesehatan di kecamatan; 

i. pembinaan terhadap kerukunan antar umat beragama dan lembaga adat 
dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga 
swadaya masya- rakat (LSM) di Kecamatan; 

J· pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan 
berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Keenam 
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Pasal 23 

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat ( 1 )  huruf f, adalah perangkat kecamatan dan dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

Pasal 24 

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas mengkoordinasikan 
upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat 
kecamatan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan 
yang bekerja sama dengan unit kerja terkait. 

Pasal 25 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi 
Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan pembinaan ketenteraman dan ketertiban lingkup 
Kecamatan; 

b. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia 
mengenai program kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan 
ketertiban umum di Kecamatan; 

° P"!pan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah 
crja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban 
umum masyarakat di Kecamatan; 
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d. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang 
tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan; 

e. pengoorganisasian satuan perlindungan masyarakat, pencegahan dan 
penanggulangan bencana alam dan pengungsr, 

f. pembinaan ideology negara dan kcsatuan bangsa dan per"!P"""" 
masyarakat (LINMAS) di  wilayah kcrja Kecamatan b e r da s ar  
pelimpahan kewenangan Bupati; 

g. pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan 
bidang ketenteraman dan kelertiban umum berdasarkan pelimpahan 
kewenangan Bupati; dan . 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Ketujuh 
Kelurahan 

Pasal 26 

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 )  huruf g, adalah 
perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan 
sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang 
disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada 
Camat. 

Pasal 27 

Lurah sebagaimana dimaksud pada pasal 26 mempunyai tugas membantu 
Cam.at dalam: 
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
b. melakukan pemberdayaan masyarakat; 
c. melaksanakan pelayanan masyarakat; 
d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; 
e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan urnum; 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan 
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang 

undangan. 
Pasal 28 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Lurah 
mempunyai fungsi: ' 
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 
c. pelaksanaan pelayanan masyarakat; 
d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum· 
c. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan " 
g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 29 

"""{".,": man« «naaa «am Paar 26 ta«tr as 

b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban: 
c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan '' 
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial. 
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berkedudukan d i  bawah dan bertanggungjawab 
kepada Lurah. 

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang berkedudukan di bawah dan  bertanggung jawab kepada 
Lurah. 

Pasal 30 

( I )  Sckretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat ( 1 )  huruf a 
melaksanakan tugas pada kesekretariatan meliputi penyusunan rencana 
dan program kelurahan, pelaksanaan urusan umum (rumah tangga, 
perlengkapan, kearsipan, tata persuratan, humas dan protokol, 
administrasi perjalanan dinas), penyusunan laporan kinerja tahunan 
(LKT), menyiapkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
(LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, 
membantu pengelolaan adrninistrasi keuangan dan barang milik daerah, 
fasilitasi urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan 
administrasi lainnya kepada seluruh perangkat/ aparatur Kelurahan 
dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan 
fungsinya. 

(2) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat ( 1 )  huruf b mempunyai tugas di bidang 
pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban meliputi penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan, pelayanan data kependudukan, registrasi 
pertanahan, pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan 

Nomor Induk Kependudukan, koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa dan 
Politik, pembinaan dan pengawasan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun 
Warga (RW), evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, 
koordinasi dengan aparat penegak hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, 
Satuan LINMAS dan unit kerja terkait, serta pemuka agama dalam 
bidang ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, koordinasi 
penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan bersama 
instansi/ institusi terkait di Kelurahan. 

(3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 ayat ( 1 )  huruf c mempunyai tugas di bidang ekonomi dan 
pembangunan meliputi penyiapan data potensi ekonomi di wilayah 
Kelurahan, pemberian surat pengantar/keterangan terhadap Usaha 
Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) meliputi bidang jasa, industri, 
koperasi, pertanian, pariwisata dan kebudayaan pemberian surat 
pengantar/keterangan terhadap pendirian bangunan untuk diteruskan 
kepada instansi teknis, koordinasi dan fasilitasi terhadap pelayanan 
pendataan pajak/retribusi daerah tertentu di wilayah Kelurahan, 
fasilitasi pendataan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan, melakukan 
koordinasi dengan Satuan Unit Kerja dan/ a tau instansi vertikal yang 
tugas fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum, mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta 
dalam perencanaan pembangunan tingkat RT/RW maupun Kelurahan, 
koordinasi dan fasilitasi pengawasan terhadap penertiban jenis usaha 
dan pendirian bangunan di Kelurahan. 
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(4) Seksi Pemberdayaan Ma sya raka t  d a n  Kescjah  et  a n  Soinl  scbaaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat ( I )  h u r u f  d  n  m n y a i  t u n s  d i  b i d a n  

pemberdayaan masyarakat d a n  kesejal n s o s i n l  m e l i p u t i  
pembinaan, pengawasan dan cvnluat U n i t  
maupun swasta da lam kegiatan pen ta t  mcl 
fasilitasi penyelenggaraan p e n d i d i k n t  f o r m a l  
informal, porseni, kepramukaan ,  , k oord  
dan fasili tasi t e r h a d a p  pengembr n p r t  
dan tradisional, kcbudayaan, p u s u t a  
gender ( P U G ) ,  kcschatan, kcluarga Dr  "  

antar umat beragama dan lembaga adat ,  fas i l i tasi  
keterangan terhadap organisasi kemasyarakatan W  
kepemudaan, pelayanan dan pembinaan, kcpada mat H 
pendataan penduduk miskin,  bantuan masyarakat, p e n a n g u l a n r  
penyalahgunaan obat terlarang narkotika, psikotropika,  zat adiktif 
(NAFZA) dan bahan berbahaya la innya,  p e n c c a h a n  dan 
penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penangggulangan 
masalah sosial di Kelurahan. 

Bagian Kcdelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 32 

( 1 )  Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (1 )  huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan 
keahlian dan keterarnpilan sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dalam 
melaksanakan tugasnya secara administrasi berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Camat. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan 
fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan. 

(4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional 
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BABV 
TATA KERJA DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Tata Kerja 

Pasal 33 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang Jabatan 
Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib 
melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam 
[z,l{","" "sines mains mapun antar aatan era ssua teas dan 
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(2) Setiap Pimpinan unit kerja di  l i n g k u n g a n  kccamatan wajib 
melaksanakan tugas memimpin,  membina ,  m c n g a w a s i ,  mengendalikan, 
mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kcpada bawahannya 
masing-masing. 

(3) Camat dan setiap unsur p i m p i n a n  u n i t  kerja di l inkungan Kecamatan 

wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap b a w a h a n n y a  masing 
masing dan mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk 
penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku. 

Bagian Kedua 
Pelaporan 

Pasal 34 

( 1 )  Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara 
periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis 
atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal 
kebijakan yang ditetapkan. 

(2) Camat wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu 
yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap unsur pimpinan di lingkungan Kecamatan wajib mematuhi 
kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyarnpaikan laporan 
pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu, serta 
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing 
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan kecamatan wajib 
memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan 
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan 
dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan. 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 35 

(1)  Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD] Kabupaten 
Bengkayang; 

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan 
Barat dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

BAB VII 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 36 

(1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil 
yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi 
persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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(2) Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Scksi Kecamatan, Lurah, Kepala 
Seksi Kelurahan dan pegawai pada jabatan fungsional diangkat dan 
diberhentikan olch pcjabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil 
yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengangkatan dalam jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan 
Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan memperhatikan syarat 
kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Syarat jabatan untuk tiap Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas 
dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang 
dirumuskan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang 
organisasi. 

(5) Sekretaris dan Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh personil yang 

memiliki la tar belakang pendidikan di bi dang administrasi dan / a tau 
memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja clibidang 
administrasi. 

(6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa 
jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(7) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(8) Uraian jabatan untuk tiap Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas 
dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang 
disusun berdasarkan analisis jabatan. 

BAB VIII 

JABATAN PERANGKAT DAERAH 

Pasal 37 

( 1 )  Camat merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan 
administrator. 

(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIlb atau jabatan 
administrator. 

(3) Kepala Seksi Kecamatan dan Lurah merupakan jabatan struktural 

eselon IVa atau jabatan pengawas. 

(4) Kepala Subbagian, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi Kelurahan 
merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas. 

(5) Staf Pelaksana pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan merupakan Jabatan Pelaksana. 
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BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 38 

( 1 )  Camat wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam 
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan 
organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang 
bertanggung jawab dibidang organisasi. 

(2) Evaluasi kinerja Kecamatan dilakukan setiap tahun sekali dibawah 
koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional 
dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang evaluasi 
dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

(3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap unsur pimpinan di 
lingkungan Kecamatan menyampaikan laporan hasil kegiatan masing 
masing berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku. 

(4) Dalam rangka penyempumaan kelembagaan Dinas, maka unit kerja 
yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan 
evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity 

sampling) secara periodik. 

B AB X  

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 39 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat 
yang memangku jabatan di lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Bupati Nomor 5 1  tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi 
dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang dan seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di 
lingkungan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati 
Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Togas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tetap 
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat 
baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 40 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 

1. Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi 
dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 
51); dan 

2. Pera.turan Bupati Nomor 52 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi 
dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 
52). 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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P a s n l  4  1  

Peraturan Bupati i n i  m u l a i  bcrlaku pada t a n a l  d i u n d a n o n  

Agar setiap orang menetahu i nya ,  m e m c r i n t a h k a n  p c n u n d a n a n  e r a t u r o m  
Bupati ini, dengan penempatannyn d n l a m  Heri tn Daerah ab+paten 

Bengkayang. 

Diundangkan di Bengkayang 
pada tanggal2s 0wnulwr 2020 

HF+vENGKAYANG 

AJA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR G 
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN BENGKAYANG 
[ C�A__,M_A_T _ 

LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 

NOMOR . l  TAHUN 2020 

TANGGAL . 2% DENSE 2020 

TENTANG 

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KECAMATAN KABUPATEN BENGKAYANG 

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1  

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT 

SUBBAG ADUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAG PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET 

SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI EKONOMIDAN PEMBANGUNAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SEKSIPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 
NGKAYAN@V 

. .. ..  
.  ,  

ES BUDIMAN 

KELURAHAN 
h-pee..n..eh... + Q c n p p  



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN 

KABUPATEN BENGKAYANG 

I 
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKSI 
PEMERINTAHAN, 

KETENTRAMAN DAN 
KETERTJBAN 

I 
I 

L U R A  H  

SEKSI 
EKONOMI DAN 

PEMBANGUNAN 

LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 

NOMOR : o .o_, TAHUN 2020 
TANGGAL : 2· EM€T 2020 

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KELURAHAN KABUPATEN BENGKAYANG 

SEKRET ARIA T 

SEKSI 
PEMBERDA Y AAN 

MASY ARAKA T DAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL 

D ipi n a i  dengan  C a m 9 c a n n  


